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ABSTRACT 
The numerous cases of land rights transfer with malicious intent indicate a legal loophole exploited by 

organizations or individuals for personal gain. Dishonest actions can manipulate transactions due to 

the unclear legal boundaries surrounding the transfer of land rights. The transfer of land rights requires 

valid evidence in the form of land certificates, obtainable only through the registration of land rights. 

Unethical practices in land transfer can have negative social and economic impacts. The normative 

legal research method is an approach in the legal science that examines legal norms. In the study of 

the Court Decision Number 249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, the normative juridical method is used with a 

doctrinal legal research or document study approach, divided into legal and case approaches. Land 

certificates provide legal protection and clarity by identifying the rights holder and subject. Household 

assistant Nirina Zubir committed land certificate fraud, violating Article 28H of the 1945 Constitution, 

which prohibits arbitrary seizure of personal property. The validity of agreements depends on lawful 

cause and good faith. Identity forgery in Decision No. 60/Pdt/2018/PT.Btn indicates the lack of 

precision by Notaries/PPAT, resulting in unfulfilled objective requirements. The transfer of land rights 

requires good faith in accordance with regulations; land certificates offer legal certainty, protection, 

and are crucial in the transfer process. Certificate fraud is a criminal act with dismissal sanctions, and 

the professional ethics of PPAT are crucial. 

Keywords: Rights transfer, Land rights, Buying and selling, Malicious intent. 

 
 

ABSTRAK 
Banyaknya kasus pengalihan hak atas tanah dengan itikad tidak baik menunjukkan celah hukum yang 

dimanfaatkan oleh organisasi atau individu untuk keuntungan pribadi. Tindakan tidak jujur dapat 

memanipulasi transaksi karena ketidakjelasan batasan hukum terkait pengalihan hak atas tanah. 

Peralihan hak atas tanah memerlukan bukti sah berupa sertifikat tanah yang hanya diperoleh melalui 

pendaftaran hak atas tanah, dan praktik itikad tidak baik dapat berdampak negatif secara sosial dan 

ekonomi. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam ilmu pengetahuan hukum yang 

mengkaji norma-norma hukum. Dalam penelitian mengenai Putusan Pengadilan Nomor 

249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum 

doctrinal atau studi dokumen, terbagi menjadi pendekatan undang-undang dan kasus. Sertifikat hak atas 

tanah memberikan perlindungan dan kejelasan hukum dengan mengidentifikasi pemegang hak dan 

subjek hak. Pembantu rumah tangga Nirina Zubir melakukan penipuan sertifikat tanah, melanggar Pasal 

28H Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang pengambilan hak milik pribadi secara sewenang-

wenang. Keabsahan perjanjian tergantung pada kausa yang halal dan itikad baik. Pemalsuan identitas 

dalam Putusan No. 60/Pdt/2018/PT.Btn menunjukkan kurangnya ketelitian Notaris/PPAT, 

mengakibatkan syarat objektif tidak terpenuhi. Peralihan hak atas tanah memerlukan itikad baik sesuai 

perundang-undangan, sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan 

penting dalam proses peralihan. Penipuan sertifikat adalah tindakan pidana dengan sanksi pemecatan 

jabatan, dan etika profesi PPAT krusial. 

Kata kunci: Pengalihan hak, Hak atas tanah, Jual beli, Itikad tidak baik. 
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PENDAHULUAN 
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling vital bagi kelangsungan hidup 

manusia, selain itu juga diperlukan untuk kebutuhan lainnya, seperti sandang, pangan dan papan. 

Karena tanah merupakan sumber daya yang berharga, maka tanah harus digunakan semaksimal 

mungkin untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kompleksitas transaksi tanah dan 

properti telah meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan properti. Namun 

dalam bidang ini, tidak jarang terjadi praktik-praktik yang tidak benar, terutama dalam hal peralihan 

hak atas tanah melalui akad jual beli, dan biasanya disertai dengan itikad tidak baik dari salah satu pihak 

yang bertransaksi.(Sudiro and Putra 2021) 

Banyaknya kasus pengalihan hak atas tanah dengan itikad tidak baik menunjukkan adanya celah 

hukum yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi tertentu atau untuk keuntungan pribadi. Pihak-pihak 

yang bertindak tidak jujur dapat memanipulasi transaksi karena ketidakjelasan batasan hukum seputar 

pengalihan hak atas tanah.(Darwin and Djajaputra 2022). Pihak yang memiliki keahlian hukum yang 

lebih besar terkadang dapat mengeksploitasi ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan hukum dari 

pihak lawan untuk mencapai tujuan yang kurang bermoral. Tekanan untuk melunasi hutang atau 

keadaan keuangan yang sulit lainnya dapat menyebabkan beberapa orang bertindak dengan cara yang 

tidak adil atau bahkan berbahaya bagi orang lain. Taktik itikad buruk dapat berkembang dalam diskusi 

pembebasan lahan karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan akses yang tidak setara terhadap 

sumber daya hukum. 

Peralihan hak atas tanah memerlukan bukti sah dalam bentuk sertifikat tanah, yang hanya dapat 

diperoleh melalui pendaftaran hak atas tanah. Untuk alasan ini, sangat penting untuk melakukan 

pendaftaran dalam rangka peralihan hak atas tanah. Tindakan hukum yang dikenal sebagai peralihan 

hak atas tanah adalah upaya untuk mengalihkan hak dari satu pihak ke pihak lain. (Patahuddin, Muaja, 

and Turangan 2023). Salah satu cara untuk mengurangi konflik dan masalah pertanahan adalah 

pengalihan hak atas tanah, yang didefinisikan sebagai suatu kejadian atau tindakan hukum yang 

mengakibatkan pemindahan hak dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya (Ramisan, Rumokoy, 

and Lambonan 2023). 

Ketika hak atas tanah dialihkan melalui perjanjian jual beli yang dibuat dengan itikad tidak baik, 

sejumlah kesulitan yang rumit dapat muncul. Perjanjian jual beli dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab dengan menambahkan atau menghapus bagian-bagian tanpa 

sepengetahuan atau persetujuan pihak lain. Informasi yang terkandung dalam akta jual beli bisa saja 

disajikan secara menyesatkan, misalnya dengan menyembunyikan masalah atau kekurangan yang 

seharusnya diumumkan kepada publik (Ningtyas 2023). 

Dalam hal pengalihan hak atas tanah, ada kemungkinan bahwa batasan-batasan hukum akan 

dilanggar, terutama jika transaksi dilakukan dengan itikad buruk. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

pengalihan hak milik, pihak-pihak yang tidak jujur dapat melakukan penipuan atau kecurangan, 

sehingga merugikan pihak lain (Muslim and Arsin 2023). Pihak yang memiliki keahlian hukum yang 

lebih baik dapat mengeksploitasi kebingungan atau ketidaktahuan pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak adil. Pihak yang kurang kuat dapat menerima penawaran yang kurang 

menguntungkan sebagai akibat dari kekuatan tawar-menawar yang tidak setara di antara para pihak. 

Praktik itikad tidak baik dalam peralihan hak tanah dapat memiliki dampak negatif secara sosial 

dan ekonomi, (N. R. Putra et al. 2023)  seperti merugikan komunitas atau merusak kepercayaan publik 

terhadap sistem hukum. Peralihan hak tanah dengan itikad tidak baik seringkali berpotensi memicu 

pertikaian hukum yang kompleks, memakan waktu, dan mahal.(Rezeki and Nasution 2023) 

Kasus peralihan kepemilikan hak atas tanah (Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt) 

melibatkan Riri Khasmita, asisten rumah tangga Nirina Zubir. Riri menawarkan kepada Ibunda Nirina 

untuk mengurus 6 sertifikat hak atas tanah yang hilang. Setelah Ibunda Nirina meninggal, keluarga 

mengetahui bahwa Riri telah mengambil sertifikat tersebut dan melakukan balik nama dengan 

kerjasama tiga Notaris/PPAT. Riri dan suaminya kemudian menjual sertifikat tersebut tanpa 
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sepengetahuan pemegang hak asli, Ibunda Nirina. Dugaan bahwa uang hasil mengagunkan sertifikat 

tersebut digunakan oleh Riri untuk modal usaha frozen food. Penanganan permasalahan ini memerlukan 

pendekatan hukum yang teliti, penguatan regulasi, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di 

kalangan masyarakat. Melibatkan pihak-pihak terkait dan memperkuat sistem pengawasan dapat 

membantu mencegah dan menangani permasalahan tersebut. 

 

METODE 
Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan hukum 

yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada. Berbeda dengan 

metode penelitian empiris yang berfokus pada pengumpulan data dari pengalaman nyata, penelitian 

normatif lebih menekankan pada analisis dokumen-dokumen hukum, termasuk literatur hukum, 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya. 

Dalam konteks penelitian hukum normatif mengenai Putusan Pengadilan Nomor 

249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan 

penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen. Pendekatan masalahnya terbagi menjadi dua, yaitu 

pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang dibahas. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsistensi, kesesuaian, dan 

relevansi antara peraturan-peraturan hukum yang ada. Sumber bahan hukum primer yang digunakan 

melibatkan Undang-Undang Agraria, peraturan terkait, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Di samping itu, pendekatan kasus juga digunakan. Penelitian deduktif ini mengeksplorasi Putusan 

Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt melalui analisis kasus-kasus sebelumnya yang telah 

menjadi putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami cara pengadilan 

sebelumnya menangani kasus serupa dan bagaimana putusan tersebut dapat diaplikasikan dalam 

konteks yang sedang diselidiki. Sumber bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini melibatkan buku teks, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli di bidang hukum. Bahan hukum tersier, 

seperti kamus hukum dan ensiklopedia, turut memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap materi 

hukum yang dihadapi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran literatur hukum 

dan analisis bahan hukum dilakukan dengan sistematisasi, klasifikasi, dan analisis kritis. Pendekatan 

ini bertujuan untuk meraih pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

putusannya serta implikasi normatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, metode penelitian hukum 

normatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan untuk memahami konteks hukum 

yang melibatkan Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt melalui kajian terhadap norma-

norma hukum, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus-kasus sebelumnya. 

 

PEMBAHASAN 
Menurut hukum yang berlaku, peralihan hak atas tanah adalah pemindahan hak milik dari 

pemegang hak sebelumnya kepada pemegang hak yang baru. Peran sosial dan hak milik yang 

diwariskan termasuk di dalamnya. Peristiwa hukum seperti pewarisan dan kegiatan hukum seperti jual 

beli, pertukaran, hibah, penggabungan ke dalam perusahaan, dan pembagian hak bersama adalah contoh 

bagaimana hak dapat dialihkan (Suryaningsih and Zainuri 2023). Perjanjian antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses tersebut, seperti yang melibatkan penjualan, warisan, atau pertukaran hak atas 

tanah, mungkin diperlukan untuk mengalihkan hak atas tanah.(Rizkianti, Deborah, and Hutabarat 2023) 

Namun, selain melalui perjanjian, ada cara lain untuk mengalihkan hak, seperti melalui perintah 

pengadilan atau kejadian tertentu seperti pemilik melepaskan haknya.(Effendy and Susilowati 2023) 

 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat 1, menyatakan 

bahwa pemindahan hak atas tanah, kecuali melalui lelang, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberi wewenang oleh undang-undang. Dengan 
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demikian, keberadaan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan unsur yang tidak 

terpisahkan dalam proses peralihan hak tersebut. Sertifikat hak atas tanah, yang mengidentifikasi 

pemegang hak dan subjek hak, menawarkan perlindungan dan kejelasan hukum.(Anggrainy and 

Isharyanto 2022) Pembelaan terhadap litigasi atau klaim pihak ketiga yang bertentangan dengan hak-

hak atas tanah yang diakui juga ditawarkan. (Walujo and Soekorini 2023) Sertifikat memiliki nilai 

penting dalam proses pembuktian, meskipun sertifikat bukanlah bukti yang pasti. Untuk menjamin 

kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli, Peraturan Pemerintah No. 24/1997 

menyatakan bahwa transaksi semacam itu hanya dapat dilakukan atas tanah yang dimiliki oleh pembeli 

dan penjual telah memberikan bukti hak yang dapat diterima. 

Pembantu rumah tangga Nirina Zubir melakukan penipuan sertifikat tanah, dan tidak ada 

pembenaran hukum untuk itu. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dikutip untuk menekankan 

bahwa hak milik pribadi tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Untuk memastikan kejelasan 

hukum, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19, mengamanatkan 

pembentukan organisasi yang berwenang untuk mendaftarkan tanah.  

Sertifikat hak atas tanah adalah catatan penting sebagai dokumentasi hukum dan akta 

kepemilikan properti, dan pendaftaran tanah resmi memberikan bukti kepemilikan.(Amelia, Agung 

Sagung Laksmi Dewi, and Putu Suryani 2023) Karena pemalsuan dokumen merupakan tindak 

kejahatan, maka pemegang sertifikat hak atas tanah memerlukan perlindungan hukum. Pembuat atau 

pemalsu dokumen yang berniat menggunakan hasil karyanya sebagai bukti palsu dikenal sebagai 

pemalsu. Pemalsuan surat diancam hukuman enam tahun penjara, terlepas dari kebenaran isinya. 

Pemalsuan surat atau tanda tangan dilarang oleh pasal ini, menurut ayat 2. 

Menerapkan itikad baik pada perjanjian sangat penting untuk mencegah sejumlah masalah di 

kemudian hari, termasuk kegagalan untuk mengakui jual beli, kegagalan untuk menyerahkan barang, 

pembayaran yang belum selesai, dan masalah lainnya. (Pontoh, Junus, and Abdussamad 2023) Dalam 

sebuah perjanjian, melindungi para pihak yang beritikad baik sangat penting dan sering kali 

membutuhkan campur tangan pengadilan. Publik tidak jelas tentang bagaimana menilai apakah 

seseorang bertindak dengan itikad baik atau itikad buruk. Oleh karena itu, diperlukan investigasi yang 

lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan seseorang. Hal ini sangat penting dalam rangka 

menciptakan kepastian hukum di Indonesia. 

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab yang dilarang dalam suatu perjanjian adalah 

apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai komponen-komponen dalam pasal tersebut: 

a. Karena bertentangan dengan hukum, sebab yang dilarang: 

1) Perjanjian untuk menyelundupkan produk adalah contoh nyata dari perjanjian dengan kausa 

yang melibatkan tindakan yang melanggar hukum. 

2) Kausa yang dilarang juga dapat berkaitan dengan pembatasan pemindahan barang tertentu, 

seperti dalam hal pemindahtanganan tanah yang dilarang oleh hukum. 

 

b. Kausa Terlarang karena Bertentangan dengan Kesusilaan: 

1) Kesusilaan adalah konsep abstrak yang bervariasi menurut tempat dan waktu, sehingga sulit 

untuk menentukan sebab akibat yang bertentangan dengannya (goede zeden). 

2) Goede zeden didefinisikan oleh J. Satrio sebagai "sopan santun", yang mencakup standar-standar 

di antara profesi-profesi tertentu seperti pengacara, jaksa,hakim dan notaris. 

c. Kausa Bertentangan dengan Ketertiban Umum: 

1) Ketertiban umum adalah masalah yang lebih luas daripada kesusilaan karena mencakup 

keamanan negara dan kepentingan umum. 

2) Penyebab terhadap ketertiban umum, yang mencakup keamanan negara dan gangguan sosial, 

juga terkait dengan penyebab terhadap hukum dan kesusilaan. 

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh komponen kausa yang halal dan itikad baik, 
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khususnya dalam perjanjian jual beli tanah. Pasal 1338 KUHPerdata, Ayat 3, menegaskan 

bahwa ketika para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, mereka juga harus 

mematuhi norma-norma sosial tentang kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, keabsahan 

suatu perjanjian jual beli properti ditentukan oleh perbuatan yang halal dan itikad baik. Hal ini 

ditentukan bahwa perjanjian tersebut diperbolehkan secara hukum berdasarkan pemenuhan 

asas halal dan itikad baik. 

Pada konteks peralihan hak atas tanah, sebab yang halal menjadi syarat objektif atau niat yang 

harus dipenuhi. (Hamdani and Mahfud 2023) Akibatnya, perjanjian dinyatakan batal-yaitu, dianggap 

tidak pernah ada-ketika syarat objektif tidak terpenuhi. Akibatnya, para pihak tidak dapat menuntut satu 

sama lain di pengadilan, dan untuk menjaga kepastian hukum, hakim harus menyatakan perjanjian 

tersebut batal. Tindakan pemalsuan identitas dan tanda tangan salah satu pihak sebagai penjual dalam 

Putusan No. 60/Pdt/2018/PT.Btn menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Notaris/PPAT 

dalam mengidentifikasi para pihak yang terlibat, yang mengakibatkan syarat objektif tidak terpenuhi. 

PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila 

terdapat cacat hukum yang menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal.(R. Y. 

Putra, Yuslim, and Khairani 2023) 

Dalam kasus Nirina Zubir, dimana sertifikat tanah milik Alm. Ibunda Nirina direkayasa oleh 

asisten rumah tangganya, tindakan ini melanggar hukum. PPAT membuat Akta Jual Beli atas nama 

asisten rumah tangga untuk 5 Sertifikat Hak Milik tanah dan 1 AJB atas nama suaminya tanpa 

sepengetahuan pemiliknya. Perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Ayat (4), maka perjanjian tersebut 

dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah 

mengatur bahwa PPAT yang membuat akta dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif dan 

pertanggungjawaban hukum. Menurut Kode Etik PPAT, pertanggungjawaban administratif terdiri dari 

teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara (Pasal 7 ayat 1).(Haryanti, Simanjuntak, and 

Widayati 2023) 

Jika terbukti bahwa PPAT melanggar salah satu peraturan yang mengaturnya, PPAT dapat 

dikenakan sanksi administratif. Namun demikian, PPAT dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana 

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

apabila pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran perdata dan pidana. Jika PPAT 

melanggar hukum, konsekuensi administratifnya adalah pemberhentian dari jabatannya. Peringatan 

tertulis atau bahkan kehilangan jabatannya sebagai Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) adalah 

contoh dari konsekuensi tersebut. Sanksi-sanksi tersebut meliputi teguran, peringatan, pemberhentian 

sementara, pemberhentian, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT yang 

diatur dalam Kode Etik PPAT. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, Pasal 62, PPAT bertanggung jawab secara administratif dan dapat dikenakan tindakan disipliner, 

yang dapat berupa pemecatan dari keanggotaannya. 

Tanggung jawab perdata PPAT terkait dengan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli. PPAT 

bisa dimintai pertanggungjawaban ganti rugi oleh pihak yang dirugikan jika terdapat penyimpangan 

dalam akta otentik,(Laila 2023)  baik berupa kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan yang merugikan 

pihak. PPAT juga bisa dimintai ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jika terbukti menyebabkan 

kerugian pada pihak lain, seperti dalam kasus penggunaan identitas yang tidak sesuai yang 

menimbulkan permasalahan dalam transaksi jual beli tanah. Tanggung jawab risiko atau mutlak berlaku 

jika terjadi pelanggaran yang tidak sengaja, dan PPAT bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerugian yang diakibatkan oleh transaksi jual beli yang dilakukan. Pasal 19 UU No. 5/1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum 

atas tanah, harus ada otoritas pendaftaran tanah. Kepemilikan tanah dilindungi secara hukum melalui 

pendaftaran tanah, yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai dokumentasi yang asli dan sah. 

Keberadaan sertifikat hak atas tanah sangat penting karena mengandung bukti yang sangat persuasif 
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Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang memiliki sanksi pemutusan 

hubungan kerja. 

Karena pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana, maka pemegang sertifikat hak atas tanah 

memerlukan perlindungan hukum. Menurut Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, menulis atau 

memalsukan surat dengan maksud untuk menipu yang dapat menimbulkan kerugian pada suatu hak, 

perjanjian, atau yang diperuntukkan sebagai bukti otentik diancam dengan pidana maksimal enam tahun 

penjara. Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa sanksi yang sama juga berlaku ketika seseorang dengan 

sengaja menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan dengan tujuan untuk menimbulkan 

kerugian. Dalam pasal ini, pemalsuan tanda tangan termasuk dalam kategori pemalsuan surat. 

Pemalsuan akta otentik oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berakibat pada sanksi 

pemecatan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran etika notaris dapat 

mengakibatkan pemecatan dan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. 

Pemalsuan surat menurut Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP diancam pidana. Badan Pertanahan Nasional 

bertanggung jawab atas sertifikat ganda dan pembatalan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Peralihan hak atas tanah dengan itikad tidak baik, seperti pemalsuan kepemilikan, melanggar 

pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) dan pasal 264 ayat 2 KUHP, sehingga perjanjian atau akta peralihan 

tersebut batal demi hukum. 

Peralihan hak atas tanah dengan itikad tidak baik, seperti pemalsuan kepemilikan dan peralihan 

hak atas tanah, melanggar pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) dan pasal 264 ayat 2 KUHP. Akibatnya, 

perjanjian atau akta sebagai dasar perbuatan hukum peralihan akan batal demi hukum. Majelis Hakim 

dalam perkara Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 264 

ayat (2) KUHP. Terdakwa, termasuk Notaris/PPAT Riri Khasmita, Edrianto, dan Farida, terbukti 

menggunakan surat palsu (akta autentik) dengan tanda tangan palsu pada dokumen tersebut, yang 

menyebabkan kerugian dan digunakan untuk tujuan ilegal, seperti diagunkan atau dijual. 

Penting untuk diingat bahwa peralihan hak atas tanah merupakan proses hukum yang harus 

dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Suardana 2023) 

Dalam konteks ini, sertifikat hak atas tanah menjadi bukti sah dan otentik yang memberikan kepastian 

hukum terhadap kepemilikan tanah. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah 

sangat penting, mengingat risiko pemalsuan dokumen yang dapat merugikan pihak lain. 

Sertifikat hak atas tanah bukan hanya sebuah alat bukti, tetapi juga merupakan dokumen krusial 

yang memberikan keamanan dan kepastian hukum. (Aldhi Arrahman et al. 2023) Meskipun sertifikat 

tidak bersifat absolut, keberadaannya memberikan landasan yang kuat dalam pembuktian. Dalam 

transaksi jual beli tanah, sertifikat menjadi syarat penting, dan peraturan pendaftaran tanah 

mengamanatkan pembuktian peralihan hak atas tanah dengan akta yang sah dari Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) (Angraini and Silviana 2023). 

Namun, peralihan hak atas  tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata. Proses 

ini juga melibatkan pertimbangan etika dan kepatutan dalam menjalankan perjanjian. Itikad baik 

menjadi kriteria utama, dan pihak yang beritikad baik dapat meminta perlindungan hukum jika terjadi 

masalah dalam pelaksanaan perjanjian (Muhamad et al. 2023). Dalam beberapa kasus, terutama yang 

melibatkan pemalsuan dokumen, hukum memberikan sanksi yang tegas. Pemalsuan surat atau tanda 

tangan merupakan tindakan pidana, dan pelakunya dapat dikenai hukuman penjara hingga enam tahun, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Oleh karena itu, tindakan pemalsuan akta otentik oleh 

notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat berakibat pada pemecatan jabatan sesuai 

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta sanksi perdata dan pidana. 

Melalui kasus tertentu, seperti yang dijelaskan dalam perkara Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, 

tindakan pemalsuan surat oleh terdakwa, termasuk PPAT, memiliki konsekuensi serius. Penerapan 

sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku menjadi penting untuk menjaga integritas hukum dan etika 

profesi PPAT. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah bukan hanya sebuah transaksi formal, 

melainkan sebuah proses yang memerlukan itikad baik, kepatutan, dan kepatuhan terhadap hukum. 
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Keberadaan sertifikat hak atas tanah dan prosedur peralihan yang sah menjadi fondasi penting dalam 

menciptakan kepastian hukum di sektor pertanahan, sambil tetap memperhatikan aspek etika dan 

integritas dalam setiap langkahnya 

 

KESIMPULAN  
Dalam kasus konkret yang diilustrasikan, terdapat pelanggaran serius terhadap proses peralihan 

hak atas tanah. Pengurus rumah tangga Nirina Zubir melakukan pemalsuan sertifikat tanah milik 

almarhum ibundanya. PPAT, termasuk Notaris Riri Khasmita, terlibat dalam tindakan ini, yang 

melanggar prinsip itikad baik dan integritas profesi. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan 

hukum terhadap pemalsuan dokumen, serta perlunya kepatuhan terhadap etika dan kepatutan dalam 

peralihan hak atas tanah untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik. 

Peralihan hak atas tanah melibatkan transfer hak milik dengan itikad baik sesuai perundang-

undangan. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap 

pemegangnya, dan penting dalam proses peralihan. Penipuan sertifikat merupakan tindakan pidana, 

sanksi melibatkan pemecatan jabatan, dan etika profesi PPAT krusial. Kesadaran akan itikad baik, 

kepatutan, dan kepatuhan hukum penting dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam 

peralihan hak atas tanah. 
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